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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR - 69 TAHLIN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mermmbang

Menpingal S|

L2

£y Lo T ok Ly ke
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WALIKOTA METRO,

bahwa denpan telah dibentuknya Kota Metro sebavai daersh Otonom,
dalam penyelenggaraan olomomi dacrah perlu mengatur  pungutan
dacrah schaga sumber Pendapatan Asli Daerah vang merupakan salah
satu penunjang pembangunen daerah;

hahwa dengan semakin berkembangnya usaha industr perlu adanya
pembinaan, peneriiban dan pengendalian oleh aparal pemerintah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurgp a dan b
serta sesual dengan Pasal 32 ayvat (2) Undang-undang Nomeor 22 Tahun
1999 dipandang perlu dibemtuk Peraturan Dacrah tentang Retribusi
Tanda Dalar Peresshusan;

Undang-undang Nomor ¥ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(lLembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tarmbahan Lembaran Negara
Momor 32097,

Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Dazrah sehagaimana divhah dengan Undang-undang Nomaoe
34 Tahun 2044 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Dacrah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten Dati 1l Waykanan, Kabupaten Dati 1| Lampung Timur dan
Kotamadva Dati [I Metro {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3825},

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Momor 38397

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tantang Perimbangan Keuanpan
antara Pemerintah Pusal dan Pemcenmtah Dacrah {Lembaran Nepara
Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Momor 3848);

. Peraturan Pemernintah Nomor 27 Tahun [983 jentang Polaksanaan

Undang-undang Nomor & Tahun 19%1 tentang Hukum Acara Pidana
i Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60 Tambahan [embaran Megara
Momor 39527,

Peraturan Pemernintah MNomor 17 Tahun 1986 tenlang Kewenangan

Pengaturan Pembinann dan Pengembangan Industri {Lembaran Negara
Tahun 1986 Nomor 23 Tambahan [embaran Negara Nomor 33300

[
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Perulurun Pemerinah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha
Industrs (Lembaran Negara Tabun 1995 MWomor 25 Tambghan
Letmbaran Negara Nomor 35967,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun |997 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara
nemor 36932,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenanzan
Pemerimah dan Kewenangan  Propinsi Schagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara
Momor 39527

. keputusan Presiden Nomer 55 Tahun 1989 Jo Nomor 98 Tahun 1993

tentang Kawasan Indusin:

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 (entang  Penyvosunan

Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden:

- Peraturan Dacrah Momor | Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan

Crganisast dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomaor

. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M4 PW.07.03 Tahyn 1984

lentang Wewenang Penyidik Pegawai Neperi Sipil;

- keputusan Menleri Perindustrian dan Perdapangan  Nomor

SGOMPEKep 10/ 1990 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Industri, 1zin Perluasan dan Tanda Daftar Industri:

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeni Sipil dilingkungan Pemerintah Dacrah;

Keputusan Menteri Tralam MNegeri MNomor 119 lahun 1998 {entani

Ruarg Lingkup dan Jenis Rewribusi Daerah;

I8 Kepotusan  Menteri  Perindustrian dan Perdapangan Nomor

i X

SEUMPPRep/ 1041999 tentang Penstapan Jenis-iemis Industri dalam
permbingan  masing-masing  Dircktur  Jendersl  dan Kewsnangan
Pemberian [zin Terhadap Industri dan Perdagangmn di Imgkungan
Depanemen Perdagangan dan Industri;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Daetah Kota Metro Nomor
171 A4/DPRD-KM/ 2002 tentang Persetujusn Penctapan  Peraturan
Dacrah Kota Metro tentang Retribusi Tanda Daftar Industr;

Dengan persaiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

SAHIFE

i R

MEMUTLSKAN :

. PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBRSI
TANDA DAFTAR INDUSTRIL
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BARIT
KRETEMNTUAN TDAUM
Pasal 1

Dalam Peraturan TDiacrah ini vang dimaksud dengan

-
.

=4

14,

Dracrah adalah Daerah Kota Metro,

Pemerintah Daersh adalah Kepala Dacral beserta Perangkat Dacrah
Otonom yang lain sehagai Badan Eksekutif Daerah,

DPRD adalah Dewan Perwakilan Kakyal Daerah Fota Metro,
Kepala Daerah adalah Walikota Meiro,

Dinas adalah Thnas Perindustiian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Metro.

Badan Taha adalah Suaty beniuk Hadan Lsaha vang  melipud
Perseroan  Terbatas, PerseroanTersekutuan Komanditer, Perseroan
lannya BITMN (Badan Usaha Milik Negara), alay BIVD {Badan
Usaha Milik Daerah), denpan nama dan bentuk apapun Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Roperasi, Yayasan atau Organisasi vang
sejemns, Lembaga, Dentuk Usahg Tetap, Usaha Perorangan serta bentuk
usaha lainnya yang bergerak dibidane Industri dan bersifat kemersial.

Indusii adalah Perusahaan vang melakukan kepiatan dibidang usakha
mebustn vang dapat berbenmuk peTorangan, perusahazn, petseroan atau
benmuk badan hukum lainnva vano berkedudkan i Kota Metro.

Retribusi Tanda Daftar Thdustrd vang sclimjuinya dischut Ketribusi
adalah Pongutan Atas Pelavanan Pendirian Usala Inelusir;

Wagih Rettibusi adalah Usaha Perorangan, atau Badan Usaha yang
metitril - Porawran Perundang-ondansan Retribus diwapbkan
melakuken pembavaran Retribusi termasul punguran gtan potongan
Fgtribos Dacrah,

Masa Retribusi adalah snatu jangka wakiu terlentn yiang mernpakain
balas waktn bagi wajib  Hetribusi untuk  memantaatkan BEEE [F:1
pelayanan terteniy dati Pemerintah Dacrah Kota Meto.

. Surat Keictapan Relribusi Dasrah (SERDY adalah Swrat Kelelapan yimg

menteankan besarna jumbal Fetribus vang ternuang,

. Raw Dacrah adalah Kas Dacrah Pemerintah Koila Metrn.

BABII
OBIEK DAMN SUBTEK RFETRIBLIST
[*agal 2

Ohjek Retribusi adalah ussha vang horperak dibidang mdusgi,

Fasal 3

Subyek Retribusi adalah Orang atay Badan yang mendapatkan Pelayanan
ban Tanda Dafiar Indusir

Ehag ﬂ!id.'in:tp.wuhq.‘p:rdn A vl
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FOLOMGAN RETRIBLIST
Pasal 4
Fetnbus Tanda Dallar Indusin termasuk Golongan Beombusi Jasa Umum.,

BAB 1Y
PERLAIM AN
Pasal 5

(1% Sctiap orang, sckelompok orang atau badan vang akan mendinkan
Usaha Indusin, harus memperoleh Tan alebil dabuole dan Repala

Dacrah.

21 Uniuk mendapatkan Lan sebapsimana dimaksud avar (1) terdchbih

dabuly mengajukan Permohonan hepada Kepala Dacrah.

(%) Tahda Dafiar Indusm bedaku selama 5 (loma) Tabun dan dapar

dipetparang.

Pasal 6

Permohonan schagaimana dimaksud pazal 5 avat (2) Peraturan Daerah im

dilenghkapi porsyaratan sebagai benkut
Permuohoman

b.  Twin Gangguan

Surat Pernvataan Pengelotaan Tinpkungan

d  Karto Tanda Penducuk
Akte Molaris dam Pengesahan Badan Hukwn Bag Perseroan ‘Torbatas

(*1} atan Koperast.

BABR W

PRINSIF PENETAPAN STRUKTUR IDAN BESARNY A TARIF
RETRIBUSI

azal 7

sehasaimana dimaksud,

2} Desarnva Retribust sebagamana dimaksod aval (1) dietapkan sehapai

henkut ¢

a, Gioforgan T 0 Yaiw  Persahaan Industri Perorangan dm atan
Perusahaan Tndustd Badan Hubum vang mempunyal MModal

bawah Rp. LO.00C.O00, - {Sepudub Juls Ropiah).

b. Golongan [T : Yairu Pervecahaon Indusin Perorangan dan alw
Ferusahaan  Todusti Badan  Hukum  vang  mempunyal  Modal
Kekayaan diatas BEp, 10.000.000.= (Scpuluh Juia Fupial} sampa

dengan Rp. 23,0000 000, {Dua Puluh Lima Juta Fupeabh).

S ST R R T T TR | STt I T T T

Setiap ormg, sckelompok orang mtau badan yang mendapatkan Tzn
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{1}

{2)

(31

-
=

Golongan I © Yaitu Perusahaan Industn Perorangan dan atay
Perusahaan Indusin Badan Hukum  vang mempunyar  Modal
kekavaan diatas Rp. 25 000 000 - (Dua Poluh Lima Juta Rupiah)
campal dengan Kp, 50000 000 - {Lima Putub Jula Rupigh)

Golongan TV : Yaitu Perusahaan Industi Perorangss dan alay
Perusahaan Indosiri Tadan Hokom  vang mempunvai  Modal
kekavaan Rp. 50000000~ (Lima Pulyh Juta Rupiah) SRITIRI
dengan Rp. 20000000 - { Dua Ratus Juts Rupiah),

EENER
STRUKTLR DAN BESARNYA TARIF RETRIBLS]

Fasal &

Sehiap Crrang, Sckelompok Crang atau Badan vang mendapathan Lein
sehagaimana dimaksud,

Besarnva Retribusi sebagaimana dimaksod ayal (1) ditcrapkan schagai
bertkut

d.

Golongan 1 (salu) dengan Modal dibawah Rp. 10000000 -
isepulub Juta Rupiah, ditetapkan schesar Rp. 50.000.= ( Lima Puluh
Ribu Rupiah}

Golongan |l {dua) denpan Maodal diatas Rp, 10,000,000, {Scpuluh
Juta Ropiah sampai dengan Rp. 25000000 - (Thua Puluh Lima Juts
rupiah). ditetapkan sebesar Bp. 75.000,- (Tujuh Pulub Lima Ribu
Rupiah).

Golongan L1 {pea) denpgan Modal dratas Rp, 25 000 000 - {Dua
Puluh Lima Juta Rupiah) sampar deogan Bp, 500000000 - (Lims
Puluh Tuta Rupiah), di wetapkan schesar Rp. 100,000 - { Seratus Ribu
Rupiah’,

Golongan 1V (empat} dengan Modal diatas Rp. 50000 000 - (Lima
Puluh Juts Rupiah) sampai dengan Rp. 2000000 000 - {Pua Rates
Juta Rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 125000 - {Serarus Dua Pulub
Lama Riku Rupiah)

Brava admimistrasi onmk  masing-masing  colongan  schagaimana
terscbut dalam ayat [2) ditetapkan sebesar 15 % dani Retribusi

BaB VI
WILAYAH PEMLUNGUT AN

Pasal &

Retribusi dipungut di Wilayah Dacrah tempat Pelayanan diberihan

1)

AR VI
TATA CARA PEMUNGUTAMN RETRIBLST
Pasal 10

Pemunguran Retribusi tidak diborongkan

{2) Refrbusi dipungut dengan penpgunaan Sural Keterangan Retribus
Draerah { SKRETH,

g peraikinoaalkel perda dindusen
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BABIX
TATA CARA PEMBAYARAN EETRIBLISI
IPaszal 11

(1) Pembavaran Retribusi dilakukan sccara tunai.

(2) Pombayaran Retribusi dilakukan pada kas dacrah melalui Bank yang
dirumuk sesual dengan waktu yang ditentukan dengan menppunakan
SKRE

{3y Tanda bukt pembayaran discrahkan kepada Bendaharawan Penerima
[Jinas untuk dihukukan

BaB X
MASA RETRIBLUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

U Pasal |2

Masa Retribusi adalah Jangka wakiu lamanya | Tahun dan ditcntukan
kembah oleh Kepala Dacrah

Pasal 13
Saat terutangnya Retribusi adalah pada saal diterbiikanma SKERD.

BAE X1
WAIIR DATTAR ULANG
Pacal 14

(1) Untuk Pengawasan dan Penvelidikan lain, pengusaha wajib melakukan
Daftar Ulang 1 i(satu} Tahun sekabi terhitung sejak Tanda Thalar
. Perusabaan diterbitkan,

(2] Bag setiap Perusahaan Industri Perorangan atau Perusahasn Industr
Berbadan Hulum untuk melakukan Daflar Ulang  Perusahaannya
dewajibkan membayar Retnbusi.

(3) DBesarnya Retribusi sebagaimana dimaksod avat (1) ditetapkan sebhapa
berikut :

- {Ciolongan 1 {satu) ditetapkan sebesar Rp. 15.000 - {Lima Belas Ribu
Ruptah)

- Lwlongan 1 {dox) dietapkan sebesar Rp. 23,000 - {Dua Pulub Lima
Rl Rupiah’

- Golongan 111 (tiga) ditetapkan sehesar Rp 50000 - (Lima Puluh
Ribu Bupiuhy

- Goelongan [V {empat) ditetapkan sebesar Ry, 73.000.- { Tujuh Puluh
Lima Ribu Ruptah}

(4) Biaya admimistrasi untuk  masing-masing  golongan  sebagaimana
tersebul dalam avat (3 ) ditetapkan sebesar 15 % dan Retribusi,

Mg persid eprovaabtipenly J mohisin
2] | 1
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Pasal 15

Pungutan Retribusi dimaksud pasal 10 Perataran Daerah ini dilakukan aleh
pejabat vang ditunjuk Kepala Daerah.

i1

(2)

BAR X1
SANKE] PELANGGARAN
Pasal 16

Terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ims, Kepals Daerah dapat
memberikan sanksi borupa -

a.  Sanksi Administrast Pencabutan Tands Taftar Industri.
b Penutupan Sementara Usaha dan atau Penyepalan Bangunan.

Kelentyan dimaksud avar (1} dilakukan melalui proses peringatan
secara lisan dan tertubis sebanvak (3) tiga kali berturui-turut dengan
tomgpany wakt,

Pasal 17

Tanda Dattar Industri dinvatakan lidak berlaku apabila ;

(13

| '1.% Pnll‘.i:-\l']{i"l'\l wulk vt vads dicdusm

Pemegang Tanda Daftar Industri menghentikan usahanya

Pemegang Tanda Dallar Indusm mengubahymenambah jenis usahanva
tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah

Trdak melaksanakan Dafiar Wang,
Melangpar Peraluran Ferundang-undangan vanyg berfaku.

Persvaratan vang digjukan termvata Palsw tidak benar,

AR XTI
PEMYITIIK AN
Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu dilingkungan Pemerintsh Daerak
vang diben wewenang khusus sebagai Penvidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi
sehapaimany dimaksud dalam undang-undang Momor & Tahun 1981
tentang Huekum Acara Pidana .

Wewenang Penvidik sebapasmana dimaksud pada avat (1) adalah

. Menerima, mencan. mengumpulkan dan menchit Keterangan atay
laporan  berkenaan  dengan Tindak Pidana  Pelanpsaran  agar
keterangan alau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenal omng
pribadi atau badan tenlung kebenaran perbuatan wang dilakukan
sehubungan dengan Tindak Pidana,

¢ Memnta keteeangan dan bahan bukti dan orang pribads atau badan
sehubungan Tindak Pidana,

d. Memerikss buku-buku, catatan-cataran dan dokumen-dokumen lain.,
berkenaan dengan Tidak Pidana.
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¢, Melakukan penggeledaban untuk mendapatkan  bahan  buki
pembukuvan,  pencatatan,  dan dokumen-dokumen  lain =era
melakukan penyitaan terhadap bahan buktn rersebui.

£ Meming bantuan tenaea ahie datam rangha melaksanakan tugas
penvelidikan Tindak Pidana.

g Menyuruh berhentt dan atau mwlarang seseorang meningopalkan
ruang alau lempal pada saal pemenksaan sedang berlangsung dar
memerikss  identitas orang dan ptee dokumen yane  dibava
sehapaimang dimaksud horol (&),

h. Memotret sescorang vang berkaitan dengan Tindak Pidana.

1. Memanggl orang wntuk didengar keterangannva dan diperiksa
sehagai tersanghka plau saksi.

1. Menghenlikan penvelidikun

k. Melakukan tindakan lain-lain urruk kelancaran penvidikan Tindak
Midana menurut hukum yang dapal diperiauesgaugawabia.

BAabl K1V
KETENTUAN LATH-LAIN
Paugl 19

Tanda Criltar Industri vang tefah diketuarkan oleh Kepala Dagrah apabila
dalam batas wakio 1(satw) tahuan belum melaksonakan wsaha edoastringa,
Pemilik Perusahaan wapb mendafiarican Usaha [ndustrinya kembali dengan
dikenakan biava 50 % dan Tanf Daftar Retnibuos.,

I"azal 20

Setiap pemindahan Tanda Daftar IndutriPerusahaannya kepada pihak
ketiga harus mendapatican 1zin dan Kepala Daerah.

Pasal 21
Schiap pemindah mnganan landa Daftar Industit maka dikenakan Retribus

-

£0%n gl mave el Usaha Industerinva vang berlaku pada saat
leradinva peraiihen,

BAB XV
KETENTIIAN PERALIHAN
Fuasal 22
Lrengon berlakunva Peraturan Daemb omi, sebiap orang atan Badan Hukum
yang ftelah mengelola dan mengusabakan  Usaba  Industii wajil

ieivesuaivan Taida THefia fochstr denpan ketentuan vang diatur datam
Peraturan Daerah ini

Fiizag prinve b g ealbosd et Jimdu i
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Pasal 23

Penvesuaian dimaksod Pasal 21 harus sudah diajukan paling lambat 1 {satu)
bulan sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAR XV

KETENTLUIAN PENUTLE

Pazal 24
Denpan berlakumya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur
hal vang sama atau bertentangan dengan Peraturan Dacrah im dinvatakan tidak
berlaku,
Pasal 25
. [ata Laksana Peraturan Dasrah mertupakan bagian vang tak ferpisahkan dengan
Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 26
Peraturan Daerah im mulai berlaku pada anpgal diundangkan,
Apar setiap orang dapat mengetahumnys memenntahkan Pengundangan

PPeraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
hetro.

Ditetapkan di Metro,
Pada angpeal 22 Mes 2002

WALIKOTA METRﬂw

(v-f’ MOZES HERMAN

T TR e e panene ket orardsdaE, Cntnme sl o
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Pasal 23

Penvesuaan dimaksud Pasal 21 harws sudah diajukan paling lambat | (satu)
bulan sejak Peraturan Idaerah im diberlakukan.

BAR XV

KETENTUAN PENLUTLUP

Pasal 24

Drengan herlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan vang mengatur
hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah m dimyatakan tidak
berlaku.
Pasal 25
'. Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian vang lak terpisahkan dengan
Peraturan Dacrah, diatur dengan Keputusan Kepala Dagrah.
Pasal 26
Peraturan Dacrah ini mular berlaku pada langpal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinys memenntahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Tembaran Daerah Kota
hletro

Ritetapkan di Metro,
.. Pada tangeal 22 Mei 2002

'ALTROTA METRO,

Aetr,

——————
MOZES HERMAN
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[Pasal 25

Penvesualan dimaksud "asal 21 hares sudah diagukan paling lambal 1 (satu)
bulan sejak Peraturan Dacrah im dibzrlakukan.

BAR XV

KETENTLIAN PENUTLIP

Pasal 24
Dengan herlakunya Peraturan Daerah im maka segala ketentuan vang mengatur
hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Dacmh im dinyatakan fidak
berlaku.

Pasal 25

. Tata Laksana Peraturan Daetah merupakan bagian vang lak terpisabkan dengan
Peraturan Daerah, digtur dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar setiap orang dapst mengetahuinya memenntahkan Pengundangan

Peraturan Dazsrah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota
Meartrn.

itetapkan di Metro.
. I"ada tanggal 22 Mei 2002

ALTKOTA METRO,

Atere, |

e ———
MOZES HERMAN
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PEMNJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
MNOMOR @ 00 TAHIUIN 2002

TENTANG
RETRIBUS! TANDA DAFTAR INDUSTRI

1 FEMIFETASAN TTRLIM

Pembanpgunan bertujuan untuk mewujudkan masvarakat adil dan makmur dan mcrata matereal
dan spintual berdasarkan Pancasila dan TTUD 1954 dalam wadah nepara kesatuan Republik
indonesia yanpe merdeks, berdaulat, bersalu dan berkedawslalan rakyal dalam  swsunan
perikebidupan bangsa yang aman, tertib dan dinams dalam lingkungan perpaclan dunia vang
medeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembanguan sebagsi pengamalan Pancasila vang mengakup seluruh aspek kehidupan bangsa
diselenpgarakan bersama oleh masyarakat dan pemeriniah,

. BAasvarakat adlah pelako utama pemanguanan dan pemernintah berkewajiban mengarahkan,
membimbing, melindungal serta menumbuhkan suasana yang menunjang kondisi tersebut,

Kepintan masyarakal dan kegiatan pemeniniah saling menumugang, saling menms dan salaimg
melengkap dalam satu kesatuan lanpkah menuju tercapainya tujuan permbangunan .

Untuk mencapal tjuan tersebut perlu pemberdayaan masyarakst dumia vsaha dan koperasi
untuk herperan serta membearikan kontrbusi echadap pembangunan

1I. FENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal

Cukup jelas

. Pasal 3.
Cukup jelas

I'asal 4
Cukup jclas
Pasal 5
Cubup jelas
Pasal 6
Cukup jolas
Pasal 7
Avat (1) Cukup jelas
Ayat (2) - Yang dimaksud dengan Perorangan yailu Perusabaan Industn vang dikelola
oleh orang pribadi, sekelompok orang vang bukan Badan Hukum
-Yang dimaksud dengan Perusahaan  Induster Badan  [lukum  vaite
Perusahaan yang berbentuk CV, Koperasi, Firma, Badan Usaha lamnya.
Pazal §
Ayat {3} Blaya Administrasi diserabkan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi
dan drnterima oleh Bendahara Peneeima Dinas sebagai Biaya Operasional.
Fasal 9
Cukup jelas
Pasal 1D
Cukup jelas



BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

F

-~

!

Pasal 11
Culup jelas
Fasal 12
Cukup jclas
Pasal 13
Cubup jefas
Pasal 14
ukup jclas
Tasal 15
Avat (1}
A adkst Administraast Pencabutan Tanda Daftar Industr dilaksanakan dengan Swurat
Koputusan Bepala Dacrah atan Pejabat lain vang dinmjuk,

b, Penutupan sementara uwsaha dan  atau penyegolan  bangunan fcmnpar  psaha
{hla.’f:samkan Tim wrpadu vang akan ditunjul olch Kepala Dacrak atas pejabat
ving chitujuk.

Avat (2] Yang dimaksud Proses Peringatan secarg lisan dap fertufis sebanyak 3 [tiga)
kalt berturui-turnt dengan fengoane wakiu vaing -
Forngatan lisan masing-rmasing 3 (o) hak dengan tengeang wakin 15 hard
kegja, sodamghan peringatan terluliz vain peringatan ¢ teguran scoara termulis
masing-masing 3 (lga) kali dengan lenggang wakiu 10 (scpulub) hari kegja.

Pazal 16

Cukup jelas
Pazal 17

i gelas
Paza) 18

Clubup jclas
Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jolas
Cubup jelas

Pagal 22
Cubup jclas

Fuasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Carkup jelas

PPasal 25
Cukip qelas

Fasal 26

Cubup jelas

{ Tambaham Tembaran Dagrvah Nomor ... A

Srbag meerstad ke venlhat‘perda duindisn




